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Upaya perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual ditempuh
oleh Kabupaten Mesuji dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi pada kenyataannya tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak masih tetap terjadi di Kabupaten Mesuji.
Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Unit Pelaksana
Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji
dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual? (2
Apakah fakor-faktor penghambat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas
Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak
anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.
Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Dinas PPA Kabupaten Mesuji, Kepala
UPTD PPA Kabupaten Mesuji, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam
pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara normatif
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan UPTD Perlindungan Perempuan dan
Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Peran ideal pemenuhan hak-
hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum terlaksana secara
maksimal, karena masih ada faktor penghambat Peran faktual dilaksanakan
dengan pencegahan, penanganan dan pemulihan. UPTD PPA Kabupaten Mesuji
memberikan perlindungan hukum, perlindungan medis dan perlindungan
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psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik
anak yang mungkin mengalami kerugian fisik sampai benar-benar sembuh secara
fisik. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada
anak korban kekerasan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma

yang mereka alami akibat kekerasan untuk mengantisipasi dampak jangka
panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kekerasan seksual.
(2) Faktor-faktor penghambat Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam
pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari
faktor aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas
UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam memenuhi hak anak. Faktor sarana dan
prasarana Yyaitu masih terbatasnya sarana prasarana UPTD PPA dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu masih belum adanya sarana berupa
rumah aman dan ramah bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Faktor
masyarakat yaitu adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam
proses penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai
perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Faktor budaya, yaitu
adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka
bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan adanya tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji dan
aparat penegak hukum agar mengoptimalkan melaksanakan pemenuhan hak-hak
anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana
kekerasan seksual, dengan cara memberikan perlindungan secara medis dan
secara psikologis terhadap anak korban kekerasan, sehingga dapat tumbuh dan
berkembang secara baik dalam rangka menyongsong masa depannya (2) Kepala
UPTD PPA Kabupaten Mesuji agar mengotimalkan pengadaan sarana prasarana
teknis yang menunjang kinerja dalam bidang penyuluhan dan pendampingan
sehingga lebih memadai dalam rangka meningkatkan peran dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tindak pidana
kekerasan seksual.
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ABSTRACT

THE ROLE OF THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION AGENCY
IN THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF
SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL OFFENSES
(A Study on the Jurisdiction of Mesuji Regency)

By
M. ARIESSANDY AGUSTIN

Efforts to protect children from criminal acts of sexual violence in Mesuji
Regency have been undertaken through the establishment of the Regional
Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA).
However, in practice, criminal acts of sexual violence against children continue
to occur in Mesuji Regency. The research problems addressed in this study are as
follows: (1) What is the role of the Regional Technical Implementation Unit of the
Women and Children Protection Agency of Mesuji Regency in fulfilling the rights
of child victims of sexual violence crimes? (2) What factors hinder the role of the
Regional Technical Implementation Unit of the Women and Children Protection
Agency of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual
violence crimes?

This research employs a normative juridical approach and an empirical
approach. Data were collected through library research and field research. The
research informants consisted of the Head of the Women and Children Protection
Agency of Mesuji Regency, the Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency, and a
lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data
analysis was conducted using qualitative methods.

The results of this study indicate that: (1) Normatively, the role of the UPTD PPA
of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes
is implemented based on prevailing laws and regulations, namely Law Number 35
of 2014 on Child Protection, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes,
Regulation of the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection
Number 4 of 2018 concerning Guidelines for the Establishment and Management
of Regional Technical Implementation Units for Women and Children Protection,
and Presidential Regulation Number 55 of 2024 concerning the Regional
Technical Implementation Unit for Women and Children Protection. Nevertheless,
the ideal role in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes has
not been optimally realized due to the existence of inhibiting factors. In practice,
the role is carried out through prevention, handling, and recovery measures. The
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UPTD PPA of Mesuji Regency provides legal protection, medical protection, and
psychological protection. Medical protection is provided to restore the physical

condition of the child who may have suffered physical harm until full physical
recovery is achieved. Psychological protection is provided through assistance to
child victims of violence, namely by conducting psychiatric therapy to address
trauma resulting from the violence, in order to anticipate long-term impacts on
the stability of the psychological development of child victims of sexual violence.
(2) The inhibiting factors affecting the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency
in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes include law
enforcement factors, namely the limited quantity and quality of UPTD PPA
personnel in fulfilling children’s rights; facilities and infrastructure factors,
namely the limited facilities and infrastructure available to the UPTD PPA in
carrying out its duties and functions. Moreover, there is still an absence of
facilities in the form of safe and child-friendly shelters for child victims of sexual
violence. Community factors, namely the reluctance of the community to serve as
witnesses in the law enforcement process and the lack of public knowledge
regarding legal protection for child victims of violence; and cultural factors,
namely the existence of an individualistic culture within society, resulting in
indifference and a lack of concern toward criminal acts of sexual violence against
children.

The recommendations of this study are as follows: (1) The Head of the UPTD
PPA of Mesuji Regency and law enforcement officers should optimize the
fulfillment of children’s rights and legal protection for children who are victims of
sexual violence crimes by providing comprehensive medical and psychological
protection, so that child victims may grow and develop properly in preparation
for their future; (2) The Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency should
optimize the provision of technical facilities and infrastructure that support
performance in the fields of counseling and assistance, so as to enhance its role in
providing protection for children who are victims of sexual violence crimes.
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